ABSTRAK

Fokus penelitian tesis ini membahas tentang kedudukan kesultanan Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam system Negara kesatuan republik Indonesia dilihat
dari perspektif Islam. Dalam penelitian ini menghasilkan argumentasi, teori, atau
konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi. Penelitian ini menggunakan hokum normative (legal research).
Argumentasi dan teori dihimpun melalui studi dokumen, menggunakan argument
dan teori yang didasarkan atas literature, karya ilmiah atau pembahasan-
pembahasan yang dipublikasikan terkait dengan fokus kajian yang penulis angkat.

Analisis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual
dan historis agar dapat dipahami beberapa hal yang melatarbelakangi perumusan
eksistensi kesultanan DIY dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta merupakan
satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai predikat sebagai daerah
istimewa. Predikat ini memang sangat istimewa karena pada umunya monarki
berada pada tingkatan Negara bukan provinsi. Ciri khas keistimewaan Y ogyakarta
adalah sultan hamengkubuwono merupakan raja sekaligus sebagai gubernur
provinsi DIY, problematic yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang
demokratis dan keddudukan kesultanan DIY tidak bertentangan dengan bentuk
NKRI maupun dengan UUDNRI 1945 karena dikuatkan dengan konstitusi tertulis
Negara Indonesia.

Adapun kedudukan kesultanan DIY dalam NKRI ditinjau dari perspektif
Islam dapat dibandingkan dengan masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw,
yang pada intinya mengedepankan system musyawarah dalam menyelesaikan
segala macam persoalan yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara de facto pengakuan status
keistimewaan Yogyakarta telah diakui sejak Sultan Hamengkubuwono IX dan
Pakualam VIII melalui momen 5 September 1945 yang menghasilkan kesepakatan
antara Presiden Soekarno dan Pemerintahan Yogyakarta. Adapun secara de jure,
kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setelah dikeluarkannya UU No 3
tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Juncto UU No 9
tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan literature bagi khazanah
keilmuan dalam bernegara di republik Indonesia, sekaligus sebagai referensi
tentang sudut pandang keislaman yang memiliki korelasi dengan system
pemerintahan di daerah Yogyakarta. Selain itu penulis berharap karya ilmiah ini
menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam membuat regulasi yang berkorelasi
dengan monarki yang ada di Yogyakarta.



